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Abstrak
 

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa. Salah satu prinsip yang dianut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu calon suami istri harus

matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan

secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Pasal 7 ayat (1)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur batas usia kawin bagi laki-laki 19 (sembilan belas) tahun

dan perempuan 16 (enam belas) tahun. Perkawinan di bawah umur dapat dilakukan dengan mengajukan

dispensasi ke pengadilan namun melanggar hak-hak anak. Anak adalah generasi penerus bangsa yang harus

dilindungi hak-haknya. Anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan mendapat perlindungan

dari kekerasan dan diskriminasi.

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif. Sehingga data yang dipergunakan dalam

penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan

dengan alat studi dokumen dengan cara penelusuran bahan-bahan hukum yang bersifat primer, sekunder dan

tersier. Keseluruhan data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang timbul pada perkawinan di bawah umur

menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejauh apa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatur mengenai perlindungan anak khususnya anak yang

mengalami eksploitasi secara ekonomi.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 belum dapat memberikan

perlindungan hukum bagi anak yang melakukan perkawinan di bawah umur. Penerapan sanksi pun tidak di

atur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berbeda dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

yang sudah memberikan perlindungan bagi anak yang menjadi korban eksploitasi secara ekonomi. Selain

itu, Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 sudah memberikan sanksi terhadap pihak-pihak yang terlibat

dalam eksploitasi anak secara ekonomi. Perlunya penyuluhan hukum kepada masyarakat pedesaan mengenai

perlindungan anak terhadap perkawinan di bawah umur.

<hr><i>Marriage is a body and soul bond between a man and a woman as husband and wife in purpose to

make a happy and permanent family (house hold) based on belief in one an only God. One of the principal

which is followed by Law of Marriage, Number 1 Year 1974, a future husband and wife have to be mature

body and soul so they can accomplish the aim of a marriage in a proper way, and don't have to ended in

divorcement, and have well children. Article 7 Clause (1) Law of Marriage Number 1 Year 1974 set the

limit of age for having a marriage, 19 (nineteen) years old for men and 16 (sixteen) years old for women.

Under age marriage can be held when we propose an exemption to the court, but of cours, it is againts the

juvenile rights. Children are the future hope of a nation and we have to protect their rights. Children have

rights to live and grow up and protected from any violence and discrimination.

This research is a desktop study with judicial and normative characteristic.
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The aim of this research in to figure how far the Law of Marriage Number 1 Year 1974 and the Law on

Child Protection Number 23 Year 2002 set about the child protection, especially a children with economic

exploitation. The research itself uses the data which is gained by interviewing resources and desktop study.

Also, it uses a qualitative method to restate the collected data for being analyzed.

The conclusion is that the Law of Marriage Number 1 Year 1974 hasn?t been able to give enough protection

for children who have under age marriage. The application of the sanction even is not set in the law itself. It

is different from the Law on Child Protection Number 23 Year 2002 which has given the protection for the

victim of economic exploitation. In addition, the Law of Child Protection Number 23 Year 2002 has set the

sanctions to all of the parties who get involved in economic exploitation againts children. It is clear that we

need to give a law elucidation to rural society about under age marriage.</i>


